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ABSTRACT

Digital development in the era of Society 5.0 shows the primary role of technology in
community activities. This development has become increasingly massive due to the
Covid-19 pandemic. Bearing in mind that the implementation of the use of technology
uses citizens' data. Personal data in the current era is essential for someone. The
guarantee of the security of personal data has become the right to protect privacy in
the 1945 Indonesian Constitution. From 2016 to 2022, there have been many cases of
leakage of personal data in Electronic System Operators for private and public
spheres. Of course, this problem needs extra attention, considering Indonesia will only
have a Personal Data Protection Law in 2022. Therefore, from this, the authors
discuss three issues in this study. First, regarding the classification of legal subjects
in regulations regarding personal data in laws and regulations; Second, regarding the
form of legal responsibility for electronic system operators, controllers, and
processors of personal data related to leakage of personal data; Third, regarding the
model of legal responsibility for electronic system operators, controllers, and
processors of personal data against leakage of personal data in Indonesia.

This research is normative juridical research. The specification of this research is
analytical descriptive research. This research in analyzing the data using qualitative
data analysis. This research data is more dominant than secondary data. Data
collection techniques in this study were based on a literature study, and data analysis
techniques were carried out using deductive logic. The theoretical framework used in
this research is the Grand Theory, Development Law Theory; Middle Theory, Legal
Certainty Theory; Applied Theory, and Legal Responsibility Theory.

The results of this study were found as follows: First, the classification of legal subjects
in the administration of personal data is divided into several types. Legal subjects
based on the Personal Data Protection Act mention Personal Data Controllers,
Personal Data Processor in particular. If, in general, there are people, public bodies,
corporations, and international organizations. In addition, based on the ITE Law and
its derivative regulations, there are specifically Electronic System Operators, while in
general, there are people, State Organizers, Business Entities, and the Community.
Second, the legal subject's responsibility for the leakage of personal data is divided
into three, namely administrative, civil, and criminal. Specifically, administrative duty
is imposed for not carrying out statutory orders if, in civil terms, the legal
responsibility used is strict liability or at least base on fault, ideal is presumption of
liability principle. In criminal law, the form of an obligation imposed is vicarious
liabilities. Third, the legal responsibility model or scheme recommended by the author
lies in the administrative and civil responsibility model. Administratively, the authors
recommend a time limit in the complaint process and indicators for considering
imposing administrative sanctions because they have not been regulated in the PDP
Law. Meanwhile, in the civil model, the authors recommend a class action lawsuit
mechanism to make the process effective and efficient because it is not regulated in
the PDP Law either.

Keywords: Leakage, Personal Data, Responsibilities, Controllers, Electronic System
Operator, Personal Data Processors.
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ABSTRAK

Perkembangan digital pada era Society 5.0 menunjukan peran utama teknologi dalam
kegiatan masyarakat. Perkembangan tersebut semakin masif terjadi dengan adanya
pandemi Covid-19. Mengingat bahwa dalam implementasi penggunaan teknologi
menggunakan data pribadi warga negara. Data pribadi era saat ini merupakan sesuatu yang
sangat penting bagi seseorang. Penjaminan keamanan data pribadi telah menjadi hak
perlindungan atas privasi dalam UUD 1945. Pada rentan waktu dari tahun 2016 hingga
2022 banyak terjadi kasus kebocoran data pribadi di Penyelenggara Sistem Elektronik
lingkup privat maupun publik. Tentu hal ini menjadi permasalahan yang perlu diberikan
perhatian ekstra, mengingat bahwa Indonesia baru memiliki UU Perlidungan Data Pribadi
pada Tahun 2022. Maka dari hal tersebut peneliti membahas 3 permasalahan dalam
penelitian ini. Pertama, mengenai klasifikasi subjek-subjek hukum dalam peraturan
pengenai data pribadi di peraturan perundang-undangan; Kedua, mengenai bentuk
tanggung jawab hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor
berkaitan dengan kebocoran data pribadi; Ketiga, mengenai model tanggung jawab hukum
bagi penyelenggara sietem elektronik, pengendali dan prosesor data pribadi terhadap
kebocoran data pribadi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis
data kualitatif. Data penelitian ini lebih dominan kepada data sekunder. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dan teknik
analisis data dilakukan menggunakan logika deduktif. Kerangka teori yang digunakan
dalam penelitian ini pertama, Grand Theory, Teori Hukum Pembangunan; Middle Theory,
Teori Kepastian Hukum; Applied Theory, Teori Tanggung Jawab Hukum.

Hasil penelitian ini ditemukan sebagai berikut: Pertama, klasifikasi dari subjek-subjek
hukum pada penyelenggaraan data pribadi dibagi menjadi beberapa macam. Subjek
hukum berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi menyebutkan: Pengendali Data
Pribadi, Prosesor Data Pribadi secara khusus. Bila secara umum terdapat orang, badan
publik, korporasi dan organisasi Internasional. Selain itu berdasarkan UU ITE dan
peraturan turunannya terdapat Penyelenggara Sistem Elektronik secara khusus, sedangkan
secara umum terdapat orang, Penyelenggara Negara, Badan Usaha dan Masyarakat.
Kedua, Bentuk tanggung jawab subjek hukum atas kebocoran data pribadi dibagi menjadi
menjadi tiga yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata dan tanggung
jawab pidana. Secara khusus tanggung jawab secara administratif dijatuhkan karena tidak
menjalankan perintah undang-undang, bila secara keperdataan tanggung jawab hukum
yang digunakan adalah tangung jawab base on fault, idealnya adalah strict liability atau
setidaknya presumption of liability principle. Dalam hukum pidana bentuk tanggung
jawab yang dijatuhkan menggunakan vicarious libility. Ketiga, model atau skema
tanggung jawab hukum yang direkomendasikan peneliti terletak pada model tanggung
jawab administrasi dan keperdataan. Secara administrasi peneliti merekomendasikan
adanya ambang batas waktu dalam proses pengaduan dan juga indikator pertimbangan
penjatuhan sanksi administrasi karena belum diatur dalam UU PDP, sedangkan dalam
model keperdataan peneliti merekomendasikan adanya mekanisme gugatan class action
agar membuat proses menjadi efektif dan efisien karena tidak diatur pula di UU PDP.

Kata Kunci: Kebocoran, Data Pribadi, Tanggung Jawab, Penyelenggara Sistem
Elektronik, Pengendali, Prosesor Data Pribadi.
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ABSTRAK

JUDUL : Lembaga Adat Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Berbasis Religious-Cosmic (Studi Masyarakat: Aceh, Bali,
Kei)

NAMA : Bumi Ayu

NIM : 208191006

KATA KUNCI : Lembaga adat, sengketa pertanahan.

ISI :

Sengketa pertanahan atau konflik pertanahan dapat diselesaikan melalui
lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di daerah letak objek sengketa atau konflik
sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Lembaga adat berfungsi
bersama pemerintah sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan
ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif.

Dalam hal percepatan penyelesaian sengketa pertanahan, lembaga adat
merupakan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan berbasis religious cosmic.
Maka dari hal tersebut peneliti membahas 3 (tiga) permasalahan dalam penelitian ini.
Pertama, mengenai pola penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga adat dan
hukum nasional. Kedua, mengenai eksistensi dan efektivitas lembaga adat dalam
penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei. Ketiga, mengenai
alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dalam menganalisis data
menggunakan analisis data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dengan
mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang akan diwawancarai
di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Denpasar,
Kabupaten Buleleng, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan
menggunakan metode purposive random sampling dan metode pendekatan snowball
melalui wawancara (interview) dan observasi partisipan sebagai alat pengumpulan data
yang terstruktur dengan pertanyaan tertutup terhadap para pihak. Kerangka teori yang
digunakan dalam teori ini pertama Grand Theory: Teori Keadilan Restoratif, Middle
Theory: Teori Penyelesaian Sengketa, Applied Theory: Teori Mediasi.

Hasil penelitian ini ditemukan adalah alternatif penyelesaian sengketa
pertanahan berbasis religious cosmic efektif serta efisien biaya dan waktu sehingga
dapat digunakan sebagai pedoman dasar dalam menentukan kebijakan pemerintah
daerah setempat/lokal (Aceh, Bali dan Kepulauan Kei) mengingat dalam penyelesaian
sengketa oleh pengadilan terdapat asas ultimum remedium sehingga mekanisme
alternatif penyelesaian sengketa dilakukan guna menjaga keharmonisan hubungan
antara Tuhan, alam dan manusia.
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ABSTRAK
JUDUL DISERTASI :

TANGGUNG JAWAB TERBATAS PENDIRI PERSEROAN TERBATAS
YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERORANGAN
SEBAGAI PENGURUS TUNGGAL PERSEROAN PERORANGAN

Nama Mahasiswa : MEN WIH WIDIATNO
NIM : 208191002

Kata Kunci . Badan Hukum Perorangan, Perseroan Perorangan,
Tanggung Jawab Terbatas, Perlindungan hukum

Isi Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena Tanggung
Jawab Terbatas Pendiri dalam Perseroan Perorangan yang berbentuk badan
hukum perorangan dengan pengurus tunggal. Dalam lingkungan bisnis, Perseroan
Terbatas (PT) telah menjadi struktur yang umum digunakan oleh banyak
perusahaan. Namun, di dalam PT, ada pilihan bagi pendiri untuk membentuk
perseroan dengan status badan hukum perorangan dan menjabat sebagai pengurus
tunggal. Model ini dikenal sebagai Perseroan Perorangan. Namun, dalam konteks
Perseroan Perorangan dengan pengurus tunggal, permasalahan mengenai
tanggung jawab terbatas menjadi lebih kompleks. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan deskriptif dan analisis normatif
untuk mempelajari berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan konsep
Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Perorangan dengan pengurus
tunggal. Hasil Penelitian menemukan adanya disharmonisasi antara konsep badan
hukum perorangan dan aturan Perseroan Terbatas dalam UU Perseroan Terbatas
atas kepemilikan dan pengurus tunggal perseroan, dan permasalahan dalam
tanggung jawab terbatas serta perlindungan hukum bagi pendiri perseroan
perorangan terhadap tindakan pendiri dalam kapasitasnya selaku pemegang saham
dan pengurus Perseroan Perorangan. Dalam konteks ini, penelitian ini
memberikan rekomendasi kebijakan dan panduan praktis bagi pemerintah, para
pendiri, serta para pihak yang terlibat dalam Perseroan Perorangan



ABSTRACT

DISSERTATION TITLE:

LIMITED LIABILITY OF THE FOUNDER OF A LIMITED LIABILITY
COMPANY IN THE FORM OF A ONE-PERSON LEGAL ENTITY AS
THE SOLE MANAGER OF THE ONE-PERSON LIMITED LIABILITY

COMPANY
Student Name : MEN WIH WIDIATNO
NIM : 208191002
Keywords . Individual Legal Entity, Individual Company,

Limited Liability, Legal Protection

Abstract :

This research aims to examine and analyze the phenomenon of limited liability of
the founder in an individual company in the form of a one-person legal entity with
a sole manager. In the business environment, a limited liability company (PT) has
become a common structure used by many companies. However, within an PT,
founders have the option to establish a company as an one-person legal entity and
serve as the sole manager. This model is known as an one-person limited Liability
Company. However, in the context of an individual company with a sole manager,
the issue of limited liability becomes more complex. The research method used is
normative juridical, employing a descriptive approach and normative analysis to
study various legal regulations related to the concept of an one-person limited
Liability Company as an one-person legal entity with a sole manager. The
research findings reveal a disharmony between the concept of an one-person legal
entity and the regulations of a limited liability company under the Limited
Liability Company Law, particularly concerning ownership and sole management
of the company, as well as issues regarding limited liability and legal protection
for the founder of an one-person limited Liability Company in their capacity as a
shareholder and manager of the individual company. In this context, this research
provides policy recommendations and practical guidelines for the government,
founders, and other parties involved in an individual company.

Vi
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Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18

Peraturan Luar Negeri
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Amerika Serikat, The 1982 Energy Security Act 368

Amerika Serikat, The Criminal Law Amendment Act of 1969

Belanda, Nederlands Burgerlijk Wetbhook

Belanda, The Dutch Corporate Governance Code 2016

Belanda, The Financial Supervision Act (Wet Op Het Financieel Toezicht — Wft)
Belanda, The Securities Giro Transactions Act (Wet Giraal Effectenverkeer)
China, Company Law of the People’s Republic of China 2018

Inggris, Charities Act of 2011

Inggris, Co-Operative and Community Benefit Societies Act 2014

Inggris, The Companies Act of 2006

Inggris, The Uk Corporate Governance Code 2018

Jerman, The German Company Reforms of 1884

Jerman, The Prussian Act of 1843

Prancis, Ordonance Du Commerce 1673

Singapura, The Companies Act (Chapter 50)

Uni Eropa, Council Regulation (EC) No. 2157/2001

Tesis dan Disertasi

Anner Mangatur Sianipar, “Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas yang
Berbentuk Perseroan Terbatas Perseorangan (One-Person Company).

Disertasi: Universitas Airlangga, 2017.
Sintadewi, 1. Y. “Kepengurusan Dan Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan

Perorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK). Tesis, Universitas
Airlangga, 2021.
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Wahyu Pratama Aji, “Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai
Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law” . Tesis, Universitas Islam
Indonesia, 2022.
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LAMPIRAN A

"

FR-FH-10.Rev.0

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

NOMOR : 002-KD/FH-UNTAR/1/2022

TENTANG

PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR (PEMBIMBING)

DISERTASI MAHASISWA

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

TARUMANAGARA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Menimbang

Mengingat

a.

o

[

bahwa setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam wjian proposal
disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas
Tamumanagara, tahap berikutnya mahasiswa melakukan penelitian
untuk menyusiun disertasi:

bahwa untuk menyusun disertasi tersebut mahasiswa perlu dibimbing
oleh pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor);

bahwa Pengelola Program Studi/Fakultas perlu menetapkan
pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang
dibimbing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b dan ¢, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum
tentang pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama
mahasiswa yang dibimbing.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
232/U/2000 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
184/U/2001 tertanggal 23 November 2001 tentang Pedoman
Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana
dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi:

. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/DIKTL'Kep/2002
tertanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman
Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana
dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi:

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTIKep/2002
tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang
Penmjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
184/U/2001 tentang tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan
Tinggi,
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Menetapkan

Kesatu

Kedua
Ketiga
Keempat

Kelima

"

5. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 95/11/004-KPT/YT
tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 dan Keputusan Yayasan
Tarumanagara Nomor :  96/XII/075-KPT/YT  tentang
Penyempumaan Statuta Universitas Tarumanagara tanggal, 1
Februan 1995 (Addendum Statuta Umwversitas Tamumanagara
1/1995);

6. Keputusan Rektor Umversitas Tarumanagara Nomor
4376/KR/UNTAR/TV/2013 tertanggal 15 Apnl 2013 tentang
Kurikulum Operasional Program Studi Strata Satu (S1), Strata 2
dan Strata 3 (S3) Imu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara;

7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tamimanagara
Nomor : 43A-KD/FH-UNTAR/VIII2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG
PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR) DISERTASI
DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI
DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARA

Menunjuk nama-nama pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) Disertasi
Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
dan nama mahasiswa yang dibimbing sebagammana terlampir dalam
Keputusan Dekan Fakultas Hukum ini,

Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dalam melaksanakan bimbingan
agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.
Mahasiswa dalam menyusun Disertasi agar berpedoman pada buku
pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

Apabila dalam keputusan inmi terdapat kekelimian akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Keputusan mni berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal

. 05 Januari 2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

-

b ¥ vkl
’./ il “'/”

s

AMAD SUDIRO
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Lampiran . Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

"7

Nomor - 002-KD/FH-UNTAR/1/2022

Tanggal : 05 Januan 2022

NAMA PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR)

FR-FH-10.Rev.0

DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

NO NAMA PEMBIMBING NAMA & NIM JUDUL DISERTASI PELAKSANAAN
MAHASISIWA
1 | Prof Dr. Mella Ismelina F. R.SH., | Men Wih Tanggung Jawab Terbatas Sesual Berita
M.Hum. Widiatno Pemegang Saham Perseroan Acara
(Promotor) /208191002 Terbatas yang Berbentuk Badan | Bimbingan
Hukum Perorangan Sebagai
Pengurus Tunggal Perseroan
2 | Dr. Anawan Gunadi, S H., M.H.
(Co-Promotor )
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

-

P
‘

AMAD SUDIRO
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LAMPIRAN B
Y UNIVERSITAS TARUMANAGARA
> JL. LET. JEN. S. PARMAN NO. 1
JAKARTA

REKAP BIMBINGAN DISERTASI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2022 / 2023

NIK Pembimbing : 10217003
Nama Pembimbing : MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

NIK Pembimbing : 1028001

Nama Pembimbing : ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof

Pendamping

NIM : 208191002

Nama : MEN WIH WIDIATNO

Judul : TANGGUNG JAWAB TERBATAS PENDIRI PERSEROAN TERBATAS

YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERORANGAN SEBAGAI PENGURUS TUNGGAL PERSEROAN
PERORANGAN

NO TANGGAL BIMBINGAN TEMU KE- MATERI BIMBINGAN
1 05/10/2021 1 Pengajuan Bimbingan Proposal Disertasi
2 10/10/2021 2 Revisi Proposal Disertasi
3 15/10/2021 3 Revisi Proposal diajukan sidang proposal
4 13/12/2021 4 Perbaikan Proposal menjadi Bab | disertasi
5 17/01/2022 5 Bimbingan Disertasi Bab I
6 01/05/2022 6 Bimbingan Disertasi Bab IlI
7 04/08/2022 7 Bimbingan Disertasi Revisi Bab Il dan Bab IlI
8 15/08/2022 8 Bibimgan Disertasi Pembetulan Bab IV
9 25/09/2022 9 Bimbingan Disertasi Pembetulan Bab Il dan Bab Il
10 25/01/2023 10 Bimbingan Finalisasi Disertasi
11 10/02/2023 11 Bimbingan Finalisasi Disertasi
12 15/02/2023 12 Bimbingan Finalisasi Disertasi
13 01/05/2023 13 Bimbingan Disertasi Pembetulan Bab IV dan Bab V
14 20/05/2023 14 Bimbingan Finalisasi Disertasi
15 01/06/2023 15 Bimbingan Finalisasi Disertasi
16 08/06/2023 16 Bimbingan Disertasi Pembetulan Bab I-BAB IlI
17 15/06/2023 17 Bimbingan Finalisasi Disertasi Pasca Sidang Tertutup
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